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Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala serta 

Shalawat dan Salam  tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, bahwa atas 

rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRA 

Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.   

Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 disusun sebagai pedoman perencanaan program 

dan kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, baik fungsi legislasi, 

fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam dokumen Renja ini memuat rencana 

kerja dan pendanaan tahun 2022 hasil sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat 

DPRA tahun terakhir untuk periode 2017-2022, dan telah mengalami beberapa penyesuaian.  

Sistematika penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.   

Dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2022, telah mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan sesuai 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah Hasil Pemutakhiran 

Selanjutnya masukan dan saran yang bersifat membangun dan visioner sangat 

diharapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan isi dari dokumen perencanaan ini, agar 

lebih baik di masa akan datang. Kemudian, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada 
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semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan dokumen renja ini, sehingga 

dapat terselesaikan dengan baik. 

Harapan kami semoga dokumen Renja Sekretariat DPRA tahun 2022  ini bermanfaat 

dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kinerja 

Sekeretariat DPRA dapat lebih meningkat di tahun yang akan datang.  

   

 

Banda Aceh, 29 Juli 2021 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 

 

 

 

SUHAIMI, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640622 199403 1 001 
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1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 

(satu)  tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat 

Daerah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan setiap tahunnya.   

Rencana Kerja (Renja) disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat daerah tahun lalu 

dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan, serta program unggulan daerah 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut.  Sedangkan penyusunannya mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Dalam penyusunan perencanaan kerja diarahkan untuk menggunakan pendekatan 

evidence based planning (perencanaan berbasis bukti). Sedangkan untuk kebijakan anggaran 

belanja digunakan pendekatan money follow program dimana setiap program yang benar-

benar bermanfaat harus direncanakan dengan baik agar dapat dialokasikan anggaran yang 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK), Sekretariat DPRA merupakan 

OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara operasional memberi pelayanan terhadap 
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DPR Aceh, yang juga merupakan unsur pendukung di dalam tatanan pemerintahan Aceh.  

Oleh karenanya, Sekretariat DPRA harus menyusun Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 

yang mengacu pada dokumen RKPA Tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Renstra 

Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022 dan RPJMA Tahun 2017-2022.  

Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 ini adalah Renja yang telah ditetapkan dengan 

Nomor 56/Renja/Sek.DPRA/2021 dan merupakan penjabaran tahun ke-5 dari Renstra 

Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022. Namun, untuk Sekretariat DPRA, tahun 2022 ini 

merupakan perencanaan kerja tahun ke-3 untuk mendukung kinerja DPRA periode 2019-2024 

dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan pengawasan yang sesuai 

dengan perencanaan kinerja tahunan (RKT) DPRA.  

Proses perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2022 telah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 

yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Hasil Pemutakhiran 

(Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020). Sedangkan untuk penyusunan perencanaan 

yang terintegrasi dengan penganggaran dilakukan menggunakan aplikasi SIPD Kemendagri, 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah. 

Sedangkan untuk  mewujudkan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabel 

dalam proses perencanaan dan penganggaran, dilakukan penginputan perencanaan yang 

terintegrasi dengan penganggaran untuk penyusunan Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 

melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri.  Hal ini sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah.  

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renja Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020); 

12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; 

13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Aceh (RPJMA) 2017-2022; 

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat DPRA; 

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor …… Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Aceh Tahun 2022. 
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1.3. Maksud Dan Tujuan 

1. Maksud 

Penyusunan Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen 

perencanaan operasional tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

akan dilaksanakan Sekretariat DPRA pada tahun 2022. 

2. Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :  

 Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan 

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Sekretariat DPRA Tahun 2022; 

 Menjadi acuan bagi Sekretariat DPRA dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan selama Tahun 2022;  

 Menjadi panduan bagi aparatur Sekretariat DPRA mencapai tujuan dengan 

implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;  

 Menjadi tolok ukur kinerja dan acuan pelaksanaan evaluasi kinerja. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRA TAHUN 2021 

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020, perkiraan capaian tahun 

berjalan Triwulan I Tahun 2021 dan capaian Renstra Sekretariat DPRA, Analisis 

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Sekretariat DPRA dan Review terhadap Rancangan Awal RKPA serta 

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 
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BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH 

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRA serta program, kegiatan 

dan sub kegiatan Tahun 2022. 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRA 

Penjelasan Rencana Kerja dan Pendanaan pada program prioritas Sekretariat 

DPRA. 

BAB IV  PENUTUP  

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 

SEKRETARIAT DPRA TAHUN  LALU 
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2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRA Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Sekretariat DPRA 

Pada sub bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat 

DPRA tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan Triwulan I Tahun 2021 yang 

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana pencapaian Sekretariat DPRA dalam 

melaksanakan pogram dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja 

program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.  

Sekretariat DPRA tahun 2020 telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh 

enam) kegiatan. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRA Tahun 2020, rata-rata 

capaian kinerja untuk semua program dan kegiatan adalah sebesar 81%. Dari 7 (tujuh) 

program tersebut, 2 (dua) program diantaranya merupakan program spesifik yang sesuai 

tupoksi Sekretariat DPRA. Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, capaian 

kinerja program ini sebesar 86% yang terdiri dari kegiatan: 

a. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian realisasi kinerja sebesar 80%. 

Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2020 direncanakan dan terfasilitasi sebanyak 

10 (sepuluh) Rancangan Qanun Aceh. Rancangan Qanun Aceh yang selesai dibahas 

dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rapat paripurna tahun 

2020 sebanyak 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh. Sementara 

2 (dua) Rancangan Qanun yang tidak dapat diselesaikan pembahasannya dikarenakan 

Rancangan Qanun tersebut sedang dalam proses konsultasi dan koordinasi dengan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

dan masih dalam pembahasan serta diperlukan kajian lebih dalam; 

b. Rapat-rapat paripurna dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Dari 4 (empat) 

kali masa persidangan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik; 
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c. Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2020 

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Reses I dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 28 April 

2020, reses II pada tanggal 18 s/d 25 Agustus 2020 dan reses III pada tanggal 02 s/d 

09 Desember 2020. Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dengan 

capaian realisasi kinerja sebesar 100%; 

d. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah pada tahun 2020 

terlaksana sesuai dengan yang direncanakan yaitu sebanyak 3 kegiatan kunjungan 

kerja dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%; 

e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRA serta Alat 

Kelengkapan DPRA yang dilaksanakan pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 3 

(tiga) kali kegiatan, yaitu kegiatan Pendalaman tugas, konsultasi dan kunjungan luar 

negeri. Kegiatan pendalaman tugas dilaksankaan sebanyak 6 (enam) kali, konsultasi ke 

Kementerian/Lembaga DPR-RI dan DPRD Provinsi dalam wilayah Ri sebanyak 16 

(enam belas) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Negeri dilaksanakan hanya 1(satu) kali 

oleh 1 (satu) orang Anggota DPRA ke Negara India dalam rangka memperkuat 

hubungan bilateral untuk membuka konektivitas antara Sabang dan Pulau Nikobar 

dalam hal investasi dan perdagangan. Kegiatan kunjungan luar negeri ini dilaksanakan 

sebelum masa lockdown akibat pandemic covid-19. Selanjutnya anggaran untuk 

kegiatan ini dilakukan refocusing; 

f. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan selama tahun 2020 tidak 

terlaksana dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya aturan 

PSBB sehingga kegiatan sosialisasi tidak mungkin dilaksanakan dan anggaran untuk 

kegiatan ini terjadi refocusing, sehingga capaian realisasi untuk kegiatan ini tidak 

dapat tercapai. 

2. Program peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan Sekretariat 

DPRA 

Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan. Adapun 

jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan adalah pelaksanaan Medical Check Up bagi 

Anggota DPRA bekerjasama dengan Prodia, untuk tahun 2020 capaian realisasi kinerja untuk 

kegiatan ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%, tahun sebelumnya capaian 

kinerja kegiatan ini hanya 33 %. 
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Berdasarkan capaian program dan kegiatan spesifik di atas dapat dilihat bahwa 

realisasi program/kegiatan pada umumnya telah tercapai, namun tidak keseluruhan target 

kinerja terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu penyebabnya karena terjadi 

refocusing anggaran akibat situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan kegiatan tidak 

dapat dilaksanakan.  Rincian hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRA tahun 2020 terlampir 

pada Tabel T-C.29. 

Dampak yang ditimbulkan terhadap target capaian program dalam Renstra Sekretariat 

DPRA diharapkan dapat menuntaskan pelaksanaan turunan UUPA dalam mewujudkan 

kinerja DPRA sebagai wakil masyarakat, sehingga aktivitas kemasyarakatan dapat terlaksana 

dengan baik guna kesejahteraan rakyat. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan dalam 

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah berdampak tidak 

tersedianya atau tidak tersosialisasikan peraturan daerah/qanun yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, sehingga dapat menghambat kegiatan masyarakat.  

Kurangnya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 

DPRA juga menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang 

telah direncanakan, selain situasi Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam tahun 2020. Oleh 

karenanya, sangat diperlukan pemanfaatan dokumen Rencana Kerja Tahunan oleh setiap Alat 

Kelengkapan DPRA pada Tahun 2022, baik yang bersifat tetap maupun sementara, serta 

dokumen Rencana Kerja Tahunan Fraksi-Fraksi DPRA dalam proses perencanaan dan 

penganggaran Sekretariat DPRA Tahun 2022 sehingga dukungan terhadap DPRA dapat 

terlaksana dengan baik. 

2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRA 

 Analisis kinerja pelayanan merupakan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRA 

sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam RPJMA dan telah 

dievaluasi untuk tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 



  
Rencana Kerja (Renja) 

Sekretariat DPRA Tahun 2022 
 

 

   Halaman  9 

Tabel 2.1 

Capaian IKD Sekretariat DPRA Tahun 2020 

 

NO INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

1 Tersedianya Rencana Kerja 

Tahunan pada setiap Alat-

alat Kelengkapan DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota  

Ada/Tidak Ada Ada Ada 

2 Tersusun dan 

terintegrasinya program-

program Kerja DPRD 

untuk melaksanakan 

Fungsi Pengawasan, 

Fungsi Pembentukan 

Perda, dan Fungsi 

Anggaran dalam Dokumen 

Rencana Lima Tahunan 

(RPJM) maupun Dokumen 

Rencana Tahunan (RKPD) 

Ada/Tidak Ada Ada Ada 

   3 Terintegrasi program-

program DPRD untuk 

melaksanakan fungsi 

pengawasan, pembentukan 

Perda dan Anggaran ke 

dalam Dokumen 

Perencanaan & Dokumen 

Anggaran Setwan DPRD 

Ada/Tidak Ada Ada Ada 

  

 Dalam IKD ini sudah termasuk pengukuran terhadap kinerja Sekretariat DPRA sesuai 

dengan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 adalah 
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memberikan pelayanan terhadap DPRA dengan menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan, administrasi keuangan guna mendukung tugas dan fungsi DPRA. 

 Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi renja Sekretariat DPRA Tahun 2020, secara 

kuantitas, pelayanan terhadap DPRA dapat diukur dari jumlah pemenuhan setiap kebutuhan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRA. Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2020, 

pengukuran kinerja per kegiatan masih banyak yang tidak terukur, hal ini salah satunya 

disebabkan karena terdapat perbedaan satuan indikator kegiatan. Sedangkan untuk kualitas 

pelayanan Sekretariat DPRA kepada DPRA juga belum dapat diukur secara akurat dan 

memadai, dikarenakan indikator kinerja yang dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja 

belum sepenuhnya memadai untuk mengukur hasil dan capaian tingkat pelayanan.  

 Rumusan indikator kinerja terus diperbaharui untuk mendapatkan indikator kinerja 

yang lebih akurat sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Sekretariat 

DPRA dengan tetap mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMA yang terinci pada Tabel 

2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Sasaran Strategis & IKU Sekretariat DPRA  

Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

FORMULASI / 

CARA 

PENGUKURAN 

PENJELASAN SUMBER 

DATA 

1. Tuntasnya 

aturan turunan 

UU-PA  

 

Persentase fasilitasi 

Pembahasan Qanun 

Perbandingan 

antara jumlah 

fasilitasi 

pembahasan 

qanun dengan 

jumlah Rancangan 

qanun prolega 

Untuk 

memenuhi 

fungsi 

Sekretariat 

DPRA sesuai 

Peraturan 

Gubernur Aceh 

Nomor 96 

Tahun 2018 

Bagian 

Persidanga

n dan 

Perundang-

Undangan 

 

Kinerja Sekretariat DPRA sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 diukur berdasarkan indikator 

sasaran  “Persentase Qanun yang diselesaikan” dengan target selama 5 (lima) tahun sebanyak 

75 Qanun. Sampai dengan tahun 2020 realisasi Pembahasan Rancangan Qanun yang sudah 

difasilitasi oleh Sekretariat DPRA adalah sebanyak 31 Qanun dengan persentase tingkat 
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capaian sebesar 41%. Rincian pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 

berikut: 

Tabel 2.3 

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat DPRA  

Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 

 

Target Realisasi

% 

Tingkat 

Capaian

Target Realisasi

% 

Tingkat 

Capaian

Target Realisasi

% 

Tingkat 

Capaian

1.

Meningkatnya 

keberlanjutan 

perdamaian 

berdasarkan 

prinsip-

prinsip MoU 

Helsinki

Tuntasnya 

Aturan 

Turunan 

UU-PA

Persentase 

Qanun yang 

diselesaikan

15 

Qanun

12 

Qanun
80

15 

Qanun

11 

Qanun
73

15 

Qanun

8 

Qanun
53

75 

Qanun

31 

Qanun
41

Tahun 2019 Tahun 2020
Target 

Akhir 

RPJMA 

(2022)

% 

Capaian 

RPJMA 

s/d 2020

Realisasi  

s/d    

2020

No. Tujuan Sasaran
Indikator 

Sasaran

Tahun 2018

 

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRA sesuai dengan target indikator 

kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel  T-C.30 terlampir.  

2.3.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA 

 Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 5 menyebutkan bahwa Sekretariat DPRA 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang 

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat 

DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran 

serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan 

oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis 

administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat 

kelengkapan DPRA.  

Fungsi Sekretariat DPRA dalam menjalankan tugas-tugas dimaksud, adalah:  

a.  penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;  

b.  penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;  

c.  penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;   

d.  penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan  
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e.  pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam 

kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPRA. 

 Berdasarkan uraian tugas dan fungsi DPRA tersebut dapat diketahui bahwa setiap 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat baik yang ada ditingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota tidak saling bersinergi atau berdiri sendiri untuk mewujudkan kinerjanya. 

Tantangan dan peluang Sekretariat DPRA dalam meningkatkan pelayanan senantiasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Lingkungan strategis dimaksud berupa 

lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal yang terdiri atas dua faktor 

strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Identifikasi terhadap 

masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di lingkungan eksternal Sekretariat DPRA 

sebagai berikut : 

1. Kekuatan (Strength) 

a. Adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh yang telah mengakomodir pelayanan dan fasilitasi terhadap fungsi, 

kewenangan, tugas dan kewajiban DPRA secara lebih detil dan terarah; 

b. Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai; 

c. Tersedianya Peraturan DPRA tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRA yang menjadi 

salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA; 

d. Kapabilitas dan asestabilitas ASN, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis 

antara Sekretariat Dewan dengan Pimpinan dan Anggota DPRA. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRA yang belum memadai sesuai dengan 

kebutuhan; 

b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana, termasuk juga sarana informasi dan 

teknologi serta multimedia dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat 

DPRA, serta pemanfaatannya; 

c. Peran managerial dalam mengorganisir SDM belum secara merata; 

d. Terjadi perbedaan pemahaman/persepsi terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang 

tidak/kurang jelas. 
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3. Peluang (Opportunity) 

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPRA; 

b. Tingginya kesadaran masyarakat dan penyaluran aspirasi secara demokratis; 

c. Besarnya volume kegiatan DPRA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai 

lembaga perwakilan rakyat; 

d. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti  dengan 

peningkatan aksesibilitasnya; 

e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRA; dan 

f. Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan 

kompetensi SDM yang dapat diikuti.  

4. Ancaman/Tantangan (Threath) 

a. Pembatasan/penetapan Pagu Indikatif Sekretariat DPRA oleh TAPA; 

b. Adanya intervensi Pimpinan/Anggota DPRA dalam pelaksanaan tugas dan 

pengambilan keputusan Sekretariat DPRA; 

c. Adanya berbagai konflik dan egosentris antara pihak Eksekutif dan Legislatif; 

d. Adanya persepsi yang berbeda dalam penetapan  kebijakan internal Sekretariat DPRA; 

e. Masih ditemui hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi 

secara menyeluruh di Sekretariat DPRA; 

f. Belum terpenuhinya aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, guna mendukung tugas dan 

fungsi DPRA;  

g. Kemampuan aparatur dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi masih belum memadai; 

h. Adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang secara tiba-tiba harus segera 

diimplementasikan. 

 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRA tentu adanya 

permasalahan dan hambatan yang dihadapi, antara lain:  

1. Perlunya penyusunan RKT DPRA yang tepat waktu dan mencakup keseluruhan 

pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi 

pengawasan, agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Sekretariat DPRA dengan rencana 
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kerja DPRA, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan kinerja dan anggaran 

Sekretariat DPRA yang lebih akurat dan akuntabel. 

2. Tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi 

Sekretariat DPRA serta pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia; 

3. Kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA relatif belum sesuai dengan tugas dan fungsinya 

serta kesiapan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi relatif belum 

maksimal untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan 

terhadap tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga perwakilan. 

Berdasarkan identifikasi dan analisis permasalahan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

kinerja Sekretariat DPRA tidak berdampak langsung dan signifikan terhadap pencapaian Visi 

dan Misi  Gubernur Aceh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.  Namun sebagai unsur pendukung, yaitu: Visi:  

“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil 

dan Melayani” Misi: “Menjaga intregritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian 

berdasarkan MoU Helsinki”. Program Sekretariat DPRA yang mendukung  dalam 

pencapaian Visi dan Misi tersebut adalah peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 

daerah, sehingga dengan permasalahan yang dihadapi tentunya akan berimplikasi terhadap 

pelaksanaan program Sekretariat DPRA dalam  mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi DPRA baik secara teknis maupun administratif untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan bersih melalui reformasi 

birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan Turunan-UUPA, penguatan 

penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan 

baik.   

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

isu strategis atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk 

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka 

yang menjadi isu- isu strategis Sekretariat DPRA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

antara lain: 

1. Peningkatan kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya serta dalam  mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
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2. Pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan 

Sekretariat DPRA untuk mendukung tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga 

perwakilan; 

3. Pemenuhan tuntutan standar kinerja DPRA melalui optimalisasi fungsi Sekretariat 

DPRA, pemanfaatan anggaran yang tersedia dan tenaga ahli. 

2.4.   Review terhadap RKPA Tahun 2022 

 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) meliputi kegiatan 

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja pogram dan kegiatan, tolak ukur 

atau target sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap 

program/kegiatan.  

Adapun tema dari RKPA Tahun 2022 adalah Membangun Masyarakat yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif, 

sesuai dengan tema tersebut terdapat beberapa kebijakan dan program prioritas Pemerintah 

Aceh untuk mewujudkannya.   

  

2.5.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan 

jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan 

tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPA terhadap 

prioritas dan sasaran pelayananan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, 

sesuai dengan tugas dan fungsinya SKPA. 

Sekretariat DPRA merupakan unsur pelayanan langsung terhadap Anggota DPRA 

dalam menjalankan fungsinya yaitu pembentukan peraturan daerah (Qanun), anggaran dan 

pengawasan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan 

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRA 

memfasilitasi kegiatan Reses DPRA bahwa Anggota DPRA  mempergunakan waktu reses 

tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi rakyat dalam rangka 
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penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan 

kemasyarakatan.  

Hasil kegiatan Reses DPRA yang berupa aspirasi masyarakat di tuangkan kedalam 

usulan-usulan pokok pikiran masyarakat (Pokmas). Pokmas masing-masing anggota 

dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnyanya 5 (lima) hari kerja 

setelah reses. Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRA  dapat menyampaikan hasil kegiatan 

reses kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti dan dianggarkan pada SKPA 

terkait. sehingga untuk pengisian Tabel T-C.32. adalah nihil. 

 

Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 

Provinsi Aceh 

Sekretariat DPRA 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran

/Volume 
Catatan 

      

      

      

      

 

 

 

N   I   H   I   L 
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3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

 Telaahan terhadap kebijakan nasional mencermati prioritas dan sasaran pembangunan 

nasional untuk tahun yang direncanakan terkait dengan pembangunan daerah. Prioritas dan 

sasaran pembangunan Aceh yang mengacu pada visi misi Gubernur Aceh periode 2017-2022 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yaitu: 

Visi “ Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang 

Bersih, Adil dan Melayani”. 

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut :  

(1) Aceh yang damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan 

memanifestasikan prinsip prinsip MoU helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan 

pemerintahan;  

(2) Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta 

pendapatan yang layak;  

(3) Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang 

transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat 

sasaran, berkualitas dan merata. 

Visi di atas akan dicapai melalui 10  (sepuluh) misi sebagai berikut : 

a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;  

b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya 

keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang 

bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;  

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU 

Helsinki; 
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d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan 

regional; 

e. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, 

berkualitas dan terintegrasi; 

f. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 

g. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan; 

h. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif 

yang kompetitif; 

i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang 

efektif, efisien dan berkelanjutan; dan 

j. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrasruktur terintegrasi, dan lingkungan yang 

berkelanjutan. 

Berdasarkan misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah aceh, untuk 

pencapaian visi dan misi pembangunan selama periode tahun 2017-2022, juga didukung oleh 

15 unggulan Aceh Hebat yaitu : 

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus) 

2. Acèh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu) 

3. Aceh Caròng 

4. Acèh Energi 

5. Aceh Meugoë dan Meulaôt 

6. Acèh Troë 

7. Acèh Kreatif 

8. Acèh Kaya 

9. Acèh Peumulia 

10. Acèh Damê 

11. Acèh Meuadab 

12. Acèh Teuga 

13. Acèh Green 

14. Acèh Seuninya 

15. Acèh Seumeugot 
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Dari hasil telaahan Visi Dan Misi, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah 

Kebijakan dan 15 Unggulan Aceh Hebat, maka Prioritas pembangunan RPJMA tahun 2017-

2022 terdiri dari:  

1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam 

2. Akses dan Kualitas Kesehatan 

3. Infrastruktur Terintegrasi 

4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan 

5. Nilai Tambah Sektor Strategis 

6. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja 

7. Investasi dan Kemandirian Energi 

8. Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan 

9. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi 

 

Berdasarkan RPJMA Tahun 2017-2022, layanan bidang urusan Sekretariat DPRA 

sebagai unsur pendukung meliputi tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat 

kelengkapan DPRA, tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda (Qanun), dan fungsi anggaran 

dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMA) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA) 

dan terintegrasinya program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan, 

pembentukan Perda (Qanun) dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen 

anggaran Sekretariat  DPRA. 

  

3.2.   Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRA 

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRA didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRA. 

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan 

kepada DPRA, maka sesuai dengan RPJMA Tahun 2017-2022 Sekretariat DPRA merupakan 

salah satu pelaksana untuk mewujudkan Misi yang ketiga yaitu “Menjaga integritas 

nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki” dengan tujuan 

“Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki”, 
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dan Sasaran “Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA”, serta masuk dalam kategori Unggulan 

Aceh Hebat yang ke 9 dan 10 yaitu Aceh Peumulia dan Aceh Damê. Dengan terlaksananya 

misi tersebut di atas, maka  diharapkan penguatan pelaksanaan UU-PA sesuai prinsip-prinsip 

MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif dapat terwujud. 

Adapun tujuan  dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRA yang ditetapkan 

dalam RPJMA Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

1. Meningkatnya keberlanjutan 

perdamaian berdasarkan 

prinsip-prinsip MoU Helsinki 

- Tuntasnya Aturan 

Turunan UU-PA 

- Persentase Qanun yang 

diselesaikan 

 

  

 

3.3.   Program dan Kegiatan 

Penyusunan program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2022 mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah Hasil Pemutakhiran (Kepmendagri Nomor 050-3708 

Tahun 2020), dengan tetap berpedoman pada RPJMA dan Renstra Tahun 2017-2022, serta 

RKPA Tahun 2022. 

  Berdasarkan aturan tersebut, peruntukan anggaran program dan kegiatan sesuai 

sudah lebih terarah dan selaras dengan tupoksi Sekretariat DPRA. Dalam Rancangan Akhir 

Renja ini terjadi pengurangan 2 (dua) sub kegiatan dan penambahan 1 (satu) sub kegiatan 

yang diperlukan sehingga jumlah keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 2 

(dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dengan 60 (enam puluh) sub kegiatan. Adapun 

rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRA Tahun 2022 adalah 

sebagai berikut: 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

1.1 Perencanaan,    Penganggaran,    dan    Evaluasi    Kinerja 

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

1.1.3 Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan  capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tahun SKPD 

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

1.2.5 Koordinasi  dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

1.3  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.4.1 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.5.2 Penyediaan   Bahan   Bacaan   dan   Peraturan   Perundang-undangan 

1.5.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.6.1 Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  Kantor  atau Bangunan Lainnya 

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
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1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.8.1 Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan    

Kendaraan Dinas Operasional  atau Lapangan 

1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung  Kantor  dan  Bangunan Lainnya 

1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 

1.9.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 

1.9.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 

1.9.3 Pelaksanaan Medical Check Up  DPRD 

1.10 Layanan Adminstrasi DPRD 

1.10.1 Fasilitasi Fraksi DPRD 

1.10.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 

 

2. PROGRAM   DUKUNGAN   PELAKSANAAN   TUGAS   DAN FUNGSI DPRD 

2.1  Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 

2.1.1 Pembahasan Rancangan Perda 

2.1.2 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 

2.2  Pembahasan Kebijakan Anggaran 

2.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS 

2.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

2.2.3 Pembahasan APBD 

2.2.4 Pembahasan Perubahan APBD 

2.2.5 Pembahasan Laporan Semester 

2.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 

2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

2.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 

2.3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 

2.3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 

2.3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 

2.3.5 Pengawasan   Urusan   Pemerintahan   Bidang   Sumber Daya Alam 



  
Rencana Kerja (Renja) 

Sekretariat DPRA Tahun 2022 
 

 

      Halaman  23 

2.3.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan 

2.3.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran 

2.3.8  Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD 

2.4.1 Bimbingan Teknis DPRD 

2.4.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 

2.4.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 

2.4.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 

2.4.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 

2.4.6 Penyusunan Program Kerja DPRD 

2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 

2.5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah 

2.5.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 

2.5.3 Pelaksanaan Reses 

2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 

2.6.1 Pengawasan Kode Etik DPRD 

2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah 

2.7.1 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 

2.8 Fasilitasi Tugas DPRD 

2.8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 

2.8.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 

2.8.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 

2.8.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 

Dari 2 (dua) program tersebut terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 1 (satu) program 

prioritas, dengan kelompok sasaran Sekretariat DPRA, DPRA dan Masyarakat. Selanjutnya, 

sebaran/lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada lingkup Sekretariat DPRA, 

rumah jabatan Pimpinan DPRA, dan Komplek Perumahan DPRA. 

 Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pendanaan Sekretariat 

DPRA Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 terlampir. 
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 Rencana kerja dan pendanaan dalam Renja Sekretariat DPRA Tahun 2022  telah 

terjadi penyesuaian pagu anggaran di beberapa tahapannya. Di mulai dari pagu awal dalam 

Renstra untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 171.651.712.253, yang kemudian dalam 

tahapan proses penyusunan Rancangan Renja pagu tersebut mendapat penambahan sesuai 

kebutuhan Sekretariat DPRA untuk tahun 2022 menjadi sebesar Rp 207.992.709.643.  

Selanjutnya dalam tahapan Rancangan Akhir pagu anggaran Renja Sekretariat DPRA                 

Tahun 2022 mendapat penyesuaian kembali menjadi Rp. 205.100.000.000,-. 

Anggaran tersebut sudah termasuk biaya operasi dan biaya modal untuk mendukung 

kinerja Sekretariat DPR Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada DPRA, serta 

tambahan anggaran khusus biaya penanganan Covid-19 dan kegiatan Bakti Sosial.  Rincian 

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Ranwal Renja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4 

terlampir.   
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 Dokumen Renja ini merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) 

Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022 dan telah ditetapkan menjadi dokumen perencanaan kerja 

Sekretariat DPRA Tahun 2022, yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun terakhir Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022. Namun untuk 

mendukung kinerja DPR Aceh periode 2019-2024, tahun 2022 merupakan perencanaan kerja 

tahun ke-3.  Oleh karenanya, diperlukan perencanaan yang memadai guna mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA. 

Dalam Rankhir Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022 setelah terjadi penyesuaian, 

maka total pagu anggaran Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRA sebesar                       

Rp. 205.100.000.000,-.  Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan telah mencakup 

aspek kebutuhan hak dan keuangan DPRA, dukungan terhadap fungsi DPRA, serta tetap 

memperhatikan kebutuhan operasional Sekretariat DPR Aceh untuk Tahun 2022. Kemudian 

seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran akan disusun kedalam aplikasi 

SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.  

Diharapkan dengan adanya Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022 ini yang 

merupakan rancangan akhir dari perencanaan kinerja dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

pelaksanaan untuk seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, sehingga target kinerja 

Sekretariat DPRA Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik.   

   

Banda Aceh, 29 Juli 2021 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 

 

 

 

SUHAIMI, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640622 199403 1 001 
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NAMA SKPA : SEKRETARIAT DPR ACEH

Sesuai Renstra Tahun 

2017-2022

Indikator Kinerja 

Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output)

Sesuai Kepmen 050-3708
Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 20 15

Program Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

Persentase Qanun 

yang ditetapkan

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD

Persentase Qanun yang 

ditetapkan

1 20 15 01
Pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah

Jumlah Rancangan 

Qanun Aceh yang 

dibahas

Sub Kegiatan Pembahasan 

Rancangan Perda

Jumlah pembahasan Qanun yang 

terfasilitasi
 12 Kegiatan  11 Qanun  10 Qanun  8 Qanun 80%  13 Kegiatan  -                      - 

1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna

Jumlah Rapat-rapat 

dalam masa 

Persidangan yang 

terselenggara

 4 Kali  4 Kali  4 Kali 100%

1 20 15 05 Kegiatan Reses

Jumlah Kegiatan Reses 

Pimpinan dan Anggota 

DPRA yang tersenggara

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Reses

Jumlah Pelaksanaan Reses DPRA 

yang terfasilitasi
 3 Kali  2 Kali  3 Kali  3 Kali 100%  3 Kali  1 Kali              33,33 

1 20 15 06
Kunjungan Kerja 

Pimpinan dan Anggota 

DPRD Dalam Daerah

Terselenggaranya 

Kunjungan Kerja 

Pimpinan dan Anggota 

DPRD

Sub Kegiatan Kunjungan Kerja 

dalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja  Dalam 

Daerah yang terfasilitasi
 4 Kali  5 Keg  3 Keg  3 Keg 100%  4 Kali  -                      - 

1 20 15 07
Peningkatan Kapasitas 

Pimpinan dan Anggota 

DPRD

Terwujudnya 

Peningkatan Kapasitas 

Pimpinan dan Anggota 

DPRA 

 6 Keg  3 Keg  3 Keg 100%

1 20 15 08
Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Sosialiasi 

Peraturan Daerah 

(Qanun) yang 

dilaksanakan

 5 Kali  3 Kali  0 Kali 0%

1 20 56

Program Peningkatan 

Pembinaan, 

Pengembangan dan 

Kesejahteraan 

Sekretariat DPRA

Persentase  Anggota 

DPRA yang dapat 

menjalankan fungsinya

1 20 56 01

Penyediaan Jasa 

Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Anggota 

Dewan

Tersedianya General 

Chek Up bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRA 

beserta keluarga

 18 Orang  81 Orang  81 Orang 100%

1

Tingkat 

Realisasi   

(%)

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSAAAN RENJA SKPA DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2021

PROVINSI ACEH

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan  

(Tahun 2021)Target Program dan 

Kegiatan (Renja 

SKPA Tahun (n-1) 

Tahun 2021) Realisasi Capaian
Tingkat 

Capaian (%)

Kode 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 

SKPA Tahun Lalu (n-2) 
Target Capaian 

Kinerja (Renstra 

SKPA) Tahun 2022

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

(Tahun n-3) Tahun 

2019
Target Tahun 2020

Realisasi Tahun 

2020



Sesuai Renstra Tahun 

2017-2022

Indikator Kinerja 

Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output)

Sesuai Kepmen 050-3708
Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1

Tingkat 

Realisasi   

(%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan  

(Tahun 2021)Target Program dan 

Kegiatan (Renja 

SKPA Tahun (n-1) 

Tahun 2021) Realisasi Capaian
Tingkat 

Capaian (%)

Kode 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 

SKPA Tahun Lalu (n-2) 
Target Capaian 

Kinerja (Renstra 

SKPA) Tahun 2022

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

(Tahun n-3) Tahun 

2019
Target Tahun 2020

Realisasi Tahun 

2020

4.02.02.1.02.01 

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD

Persentase Qanun yang 

ditetapkan

4.02.02.1.01
Kegiatan Pembentukan 

Perda dan Peraturan DPRD

Terlaksananya kegiatan 

pembahasan Perda dan 

Peraturan DPRA

 2 Kegiatan 

4.02.02.1.01.04

Fasilitasi Penyusunan 

Penjelasan/Keterangan 

dan/atau Naskah Akademik

Jumlah penyusunan naskah 

akademik yang terfasilitasi
 3 Naskah 7 Kegiatan  -                      - 

4.02.02.1.02
Kegiatan Pembahasan 

Kebijakan Anggaran

Terfasilitasinya Pembahasan 

Kebijakan Anggaran

4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS
Jumlah Rapat Pembahasan KUA 

dan PPAS yang terfasilitasi 
 45 Kali  2 Kegiatan  -                      - 

4.02.02.1.02.02
Pembahasan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS

Jumlah Rapat Pembahasan 

Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS yang terfasilitasi 

 39 Kali  2 Kegiatan  -                      - 

4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD
Jumlah Rapat Pembahasan APBD 

yang terfasilitasi 
 30 Kali  1 Kegiatan  -                      - 

Jumlah Kegiatan Konsultasi 

Pembahasan APBD yang 

terlaksana

 2 Kali 

4.02.02.1.02.04
Pembahasan Perubahan 

APBD

Jumlah Rapat Pembahasan 

Perubahan APBD yang terfasilitasi
 21 Kali  1 Kegiatan  -                      - 

Jumlah Kegiatan Konsultasi 

Pembahasan Perubahan APBD 

yang terlaksana

 2 Kali 

4.02.02.1.02.05
Pembahasan Laporan 

Semester

Jumlah Laporan Semesteran yang 

terdistribusi
 105 Dokumen  1 Kegiatan  -                      - 

4.02.02.1.02.06
Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD

Jumlah Rapat Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD yang 

terfasilitasi

 10 Kali  1 Kegiatan  -                      - 

4.02.02.1.03

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Terfasilitasinya Kegiatan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

4.02.02.1.03.01
Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum

Jumlah Rapat Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum yang 

terfasilitasi 

 3 Kali  3 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 

4.02.02.1.03.02
Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur

Jumlah Rapat Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Infrastruktur 

yang terfasilitasi 

 3 Kali  3 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 

4.02.02.1.03.03
Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Rapat Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat yang 

terfasilitasi 

 3 Kali  3 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 



Sesuai Renstra Tahun 

2017-2022

Indikator Kinerja 

Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output)

Sesuai Kepmen 050-3708
Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1

Tingkat 

Realisasi   

(%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan  

(Tahun 2021)Target Program dan 

Kegiatan (Renja 

SKPA Tahun (n-1) 

Tahun 2021) Realisasi Capaian
Tingkat 

Capaian (%)

Kode 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 

SKPA Tahun Lalu (n-2) 
Target Capaian 

Kinerja (Renstra 

SKPA) Tahun 2022

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

(Tahun n-3) Tahun 

2019
Target Tahun 2020

Realisasi Tahun 

2020

4.02.02.1.03.04

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Perekonomian

Jumlah Rapat Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Perekonomian yang terfasilitasi 

 3 Kali  3 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 

4.02.02.1.03.05

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Sumber 

Daya Alam

Jumlah Rapat Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang Sumber 

Daya Alam yang terfasilitasi 

 3 Kali  3 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 

4.02.02.1.03.06

Pengawasan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan

Jumlah Rapat Pengawasan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan yang terfasilitasi 

 10 Kali  1 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 

4.02.02.1.03.07
Pengawasan Penggunaan 

Anggaran

Jumlah Rapat Pengawasan 

Penggunaan Anggaran yang 

terfasilitasi 

 10 Kali  1 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1 Kali 

4.02.02.1.03.08

Pembahasan Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 1  Kali  -  - 

Jumlah Rapat Pembahasan 

Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah yang terfasilitasi

 20 Kali 

4.02.02.1.04 
Peningkatan Kapasitas 

DPRD

Meningkatnya Kompetensi dan 

Kapasitas DPRA

4.02.02.1.04.01 Bimbingan Teknis DPRD
Jumlah Anggota DPRA yang 

Mengikuti Bimtek

 81 orang
 81 Ornag  -                      - 

Jumlah Kegiatan Bimtek yang 

diikuti Anggota DPRA
 2 Kali 

4.02.02.1.04.03
Publikasi dan Dokumentasi 

Dewan

Jangka waktu pelaksanaan 

publikasi dan dokumentasi Dewan
 12 bulan  12 Bulan  3 Bulan              25,00 

Jumlah publikasi media cetak, 

elektronik dan online
 300 Kegiatan  500 Kegiatan  30 Kegiatan                6,00 

4.02.02.1.04.04
Penyediaan Kelompok Pakar 

dan Tim Ahli

Jumlah tenaga ahli AKD yang 

tersedia
 15 orang  42 Orang  20 Orang              47,62 

4.02.02.1.04.05
Penyediaan Tenaga Ahli 

Fraksi

Jumlah tenaga ahli fraksi yang 

tersedia
 9 orang  9 Orang  8 Orang              88,89 

4.02.02.1.04.06
Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat

Jangka waktu pelaksanaan 

kegiatan kehumasan DPRA yang 

terlaksana

 12 bulan  12 Bulan  3 Bulan              25,00 

4.02.02.1.04.07
Penyusunan Program Kerja 

DPRD

Jumlah kegiatan pengrekrutan tim 

Panwaslih yang terlaksana
 1 Kegiatan  1 Kegiatan  -                      - 

Jumlah kunjungan kerja Luar 

Negeri Pimpinan dan Anggota 

DPRA yang terfasilitasi

 1 kali  1 kali  -                      - 

Jumlah RKT DPRA yang tersusun  1 Dokumen  1 Dokumen  -                      - 



Sesuai Renstra Tahun 

2017-2022

Indikator Kinerja 

Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output)

Sesuai Kepmen 050-3708
Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1

Tingkat 

Realisasi   

(%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan  

(Tahun 2021)Target Program dan 

Kegiatan (Renja 

SKPA Tahun (n-1) 

Tahun 2021) Realisasi Capaian
Tingkat 

Capaian (%)

Kode 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 

SKPA Tahun Lalu (n-2) 
Target Capaian 

Kinerja (Renstra 

SKPA) Tahun 2022

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

(Tahun n-3) Tahun 

2019
Target Tahun 2020

Realisasi Tahun 

2020

4.02.02.1.05

Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat

Terfasilitasinya Kunjungan Kerja, 

Reses dan Pokir DPRA

4.02.02.1.05.02
Penyusunan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD

Jumlah kegiatan penyusunan Pokir 

DPRA yang terlaksana
 3 Kali  1 Kali  -                      - 

4.02.02.1.06

Pelaksanaan dan 

Pengawasan Kode Etik 

DPRD

Terlaksananya Pengawasan 

Kode Etik DPRA

4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD
Jumlah Rapat Pengawasan Kode 

Etik DPRD yang terfasilitasi 
 5 Kali  3 Kali  -                      - 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
 2  Kali 

4.02.02.1.07
Pembahasan Kerja Sama 

Daerah

Terlaksananya kegiatan 

Fasilitasi, Verifikasi, dan 

Koordinasi Persetujuan 

kerjasama daerah

4.02.02.1.07.01

Fasilitasi, Verifikasi, dan 

Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat yang 

terfasilitasi
 120 Kali  155 Kali  13 Kali                8,39 

4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Terfasilitasinya Pelaksanaan 

Tugas Pimpinan DPRA

4.02.02.1.08.01
Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas Anggota 

DPRA yang Terfasilitasi

 7 Kali  1 Kali  1 Kali            100,00 

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas Pimpinan 

DPRA yang Terfasilitasi

 8 Kali  1 Kali              12,50 

4.02.02.1.08.02
Penyusunan Laporan Kinerja 

DPRD

Jumlah laporan kinerja DPRA yang 

tersusun
 4 Dokumen  1 Dokumen  -                      - 

4.02.02.1.08.03
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Badan Musyawarah

Jumlah rapat-rapat DPRA yang 

terfasilitasi dengan baik
 25 Kegiatan  30 Kegiatan  1 Kegiatan                      - 

4.02.02.1.08.04
Fasilitasi Tugas Pimpinan 

DPRD

Jumlah Pelaksanaan Tugas 

Pimpinan DPRD yang terfasilitasi
 6 Kali  10 Kali  3 Kali              30,00 

Banda Aceh, 14 Juli 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SUHAIMI, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA

19640622 199403 1 001

 



TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRA

(Tahun n-2) 

Tahun 2019

(Tahun n-1) 

Tahun 2020

(Tahun n) 

Tahun 2021

(Tahun n+1) 

Tahun 2021

(Tahun n-2) 

Tahun 2019

(Tahun n-1) 

Tahun 2020

(Tahun n) 

Tahun 2021

(Tahun n+1) 

Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase Qanun yang diselesaikan
 -  - 

100% 100% 100% 100% 73% 80% 100% 100%

No Indikator

SPM/ 

Standar 

Nasional

IKK

Target Renstra Realisasi Capaian

PEMBINA UTAMA MUDA

19640622 199403 1 001

Proyeksi

Catatan 

Analisis

Banda Aceh, 14 Juli 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SUHAIMI, SH, MH







NAMA SKPA : SEKRETARIAT DPR ACEH

Lokasi Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif
Sumber Dana

Target 

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02 Sekretariat DPRA                205.100.000.000              237.405.391.308 

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 

tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan 

realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)

100%                       760.394.487 100%                     836.433.935 

4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja yang Berkualitas

3 Kegiatan                       760.394.487 3 Kegiatan                     836.433.935 

4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Sekeratariat DPRA yang tersusun Banda Aceh 8 Dokumen                       322.724.669 PAD 8 Dokumen                354.997.135,00 

4.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA Sekretariat DPRA yang tersusun Banda Aceh 4 Dokumen                       376.352.665 PAD 4 Dokumen                413.987.932,00 

4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja Sekretariat DPRA yang 

Tersedia

Banda Aceh 7 Dokumen                         61.317.153 PAD 7 Dokumen                  67.448.868,00 

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur 100%                  55.633.946.804 100%                89.802.178.546 

4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Sekretariat DPRA 6 Kegiatan                  30.689.904.183 6 Kegiatan                32.232.756.866 

4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jangka waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Sekrertariat 

DPRA

Banda Aceh 12 Bulan                  19.023.740.697  DAU 12 Bulan           19.974.927.731,00 

4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jangka waktu pembayaran Honor PNS dan Tenaga Kontrak 

Sekrertariat DPRA

Banda Aceh 12 Bulan                  11.227.810.000 PAD 12 Bulan           11.789.200.500,00 

4.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jangka waktu kegiatan Verifikasi SPP, SPJ dan pengadaan 

kebutuhan DPRA dan Sekretariat DPRA

Banda Aceh 12 Bulan                       271.204.000 PAD 12 Bulan                284.764.200,00 

Jumlah kegiatan verifikasi pencanaan kebutuhan barang yang 

terlaksana

2 Kegiatan 2 Kegiatan

4.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Jangka waktu pelaksanaan akutansi yang terlaksana Banda Aceh 12 Bulan                         85.571.000 PAD 12 Bulan                  94.128.100,00 

4.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun Banda Aceh 1 Dokumen                         16.125.000 PAD 1 Dokumen                  17.737.500,00 

4.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah kegiatan tindaklanjut hasil temuan yang terselesaikan Banda Aceh 5 Kegiatan                         65.453.487 PAD 5 Kegiatan                  71.998.835,00 

4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadminstrasian Barang Milik Daerah Sesuai 

Dengan Aturan yang Berlaku

1 Kegiatan                       803.168.754 1 Kegiatan                     823.425.629 

4.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen RKBMD dan KIB yang tersusun Banda Aceh 3 Dokumen                       803.168.754 DAU 3 Dokumen                823.425.629,00 

4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi kepegawaian Sekretariat DPRA 

dengan baik

4 kegiatan                    4.399.212.000 4 kegiatan                  9.951.697.508 

4.02.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jangka Waktu Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian

Banda Aceh 12 Bulan                       217.958.000 DAU 12 Bulan                592.108.000,00 

4.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Sekretariat DPRA yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Banda Aceh 20 Orang                       324.688.000 DAU 20 Orang                682.316.008,00 

4.02.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana  Banda Aceh  1 kegiatan                    3.856.566.000  PAD  1 kegiatan 8.677.273.500                 

TABEL 3.3.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PROVINSI ACEH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

RENCANA TAHUN 2022

Catatan 

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2023
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Lokasi Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif
Sumber Dana

Target 

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

RENCANA TAHUN 2022

Catatan 

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2023

4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum Sekretariat DPRA 5 Kegiatan                    2.963.471.544 5 Kegiatan                  3.392.481.749 

4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Banda Aceh 12 Bulan                    1.848.575.910 DAU 12 Bulan             2.024.072.302,00 

4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Banda Aceh 12 Bulan                       224.110.634 DAU 12 Bulan                305.445.947,00 

4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -Jangka waktu penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Banda Aceh
 12 bulan                       359.755.000  PAD  12 bulan 395.730.500                    

- Jumlah Media yang tersedia  7 Media  7 Media 

4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 

Daerah

27 Orang                       531.030.000  PAD 35 Orang                667.233.000,00 

4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah pada 

Sekretariat DPRA

1 Kegiatan                    1.648.951.031 1 Kegiatan                14.777.847.593 

4.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Kegiatan Konstruksi Yang Terlaksana Banda Aceh 2 kegiatan                    1.648.951.031  PAD 2 kegiatan           14.777.847.593,00 

Jumlah Kegiatan Pengadaan Belanja dan Jasa Yang Terlaksana 8 kegiatan 8 kegiatan

4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan Sekretariat DPRA 3 Kegiatan                    7.150.577.872 3 Kegiatan                  7.604.765.638 

4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Banda Aceh 12 Bulan                    4.465.375.464  DAU 12 Bulan             4.911.913.010,00 

4.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Banda Aceh 12 Bulan                       359.150.000  PAD 12 Bulan                395.065.000,00 

4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Banda Aceh 12 Bulan 2.326.052.408                DAU 12 Bulan             2.297.787.628,00 

4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada 

Sekretariat DPRA

3 Kegiatan                    7.978.661.420 3 Kegiatan                21.019.203.563 

4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan

Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRA yang Terpelihara Banda Aceh 4 Unit                       349.340.000  DAU 4 Unit                374.990.000,00 

4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Banda Aceh 79 Unit                    3.075.015.420  DAU 79 Unit             3.382.516.962,00 

4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor Banda Aceh 12 Bulan                    4.554.306.000  PAD 12 Bulan           17.261.696.601,00 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100%                  53.108.453.720 100%                56.065.569.744 

4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan keuangan 

DPRA dengan baik

3 Kegiatan                  53.108.453.720 3 Kegiatan                56.065.569.744 

4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jangka waktu pembayaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRA Banda Aceh 12 Bulan                  50.923.586.960  DAU 12 Bulan           53.469.766.308,00 

4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Emblem yang Tersedia Banda Aceh 10 Buah 1.720.500.000                   DAU 10 Buah             2.085.000.000,00 

Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang Tersedia 405 STEL 405 STEL

4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Anggota DPRA yang Melaksanakan Medical Check Up Banda Aceh 81 Orang 464.366.760                      DAU 81 Orang                510.803.436,00 

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur 100%                    9.652.774.290 100%                11.454.051.718 

4.02.01.1.16 Layanan Adminstrasi DPRD Terlaksananya layanan administrasi bagi DPRA 2 Kegiatan                    9.652.774.290 2 Kegiatan                11.454.051.718 

4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jangka Waktu Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRA Banda Aceh 12 Bulan 204.425.634                      PAD 12 Bulan 224.868.197,00               

4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Yang Terlaksana Banda Aceh 22 kegiatan                    9.448.348.656 PAD 22 kegiatan 11.229.183.521,00          
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Lokasi Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif
Sumber Dana

Target 

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

RENCANA TAHUN 2022

Catatan 

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2023

Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terlaksana 20 kegiatan 20 kegiatan

4.02.02.1.02.01  PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD

Persentase Qanun yang ditetapkan 100% 85.944.430.699                 100% 79.247.157.365               

4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Terlaksananya kegiatan pembahasan Perda dan Peraturan 

DPRA

2 Kegiatan                  18.368.952.951 2 Kegiatan                21.655.444.936 

4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda
Jumlah pembahasan Qanun yang terfasilitasi  Banda Aceh  12 Kegiatan                  17.618.952.951  PAD  12 Kegiatan 20.555.444.936               

Jumlah kasus hukum yang ditangani  Banda Aceh  3 Kasus                       750.000.000  PAD  3 Kasus                  1.100.000.000 

Jumlah penyusunan naskah akademik yang terfasilitasi  3 Naskah  3 Naskah 

4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran Banda Aceh 6 Kegiatan                    4.783.894.571 6 Kegiatan                  5.065.077.189 

4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan PPAS yang terfasilitasi Banda Aceh 45 Kali 714.193.396                      PAD 45 Kali 749.903.066,00               

4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

yang terfasilitasi 

Banda Aceh 39 Kali 586.219.667                      PAD 39 Kali 615.530.650,00               

4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD Jumlah Rapat Pembahasan APBD yang terfasilitasi Banda Aceh 30 Kali 2.437.031.361                   PAD 30 Kali             2.558.882.929,00 

Jumlah Kegiatan Konsultasi Pembahasan APBD yang terlaksana 2 Kali 2 Kali

4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan APBD yang terfasilitasi Banda Aceh 21 Kali 839.757.803                      PAD 21 Kali 923.733.583,00               

Jumlah Kegiatan Konsultasi Pembahasan Perubahan APBD yang 

terlaksana

2 Kali 2 Kali

4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Laporan Semesteran yang terdistribusi Banda Aceh 105 Dokumen                         88.957.784 PAD 105 Dokumen 93.405.673,00                 

4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang 

terfasilitasi

Banda Aceh 10 Kali                       117.734.560 PAD 10 Kali 123.621.288,00               

4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Prov. Aceh 8 Kegiatan                    8.027.688.841 8 Kegiatan                  7.914.995.930 

4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum yang terfasilitasi 

Banda Aceh 3 Kali                       840.185.600 PAD 3 Kali 882.194.880,00               

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur yang terfasilitasi 

Banda Aceh 3 Kali                       723.287.600 PAD 3 Kali 759.451.980,00               

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi 

Banda Aceh 3 Kali                       590.930.600 PAD 3 Kali 620.477.130,00               

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian yang terfasilitasi 

Banda Aceh 3 Kali                       783.565.600 PAD 3 Kali 822.743.880,00               

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber 

Daya Alam yang terfasilitasi 

Banda Aceh 3 Kali                       689.505.600 PAD 3 Kali 723.980.880,00               

4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
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Lokasi Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif
Sumber Dana

Target 

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

RENCANA TAHUN 2022

Catatan 

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2023

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan

Jumlah Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan yang terfasilitasi 

Banda Aceh 10 Kali                    2.606.155.041 PAD 10 Kali 2.866.770.545,00            

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran yang terfasilitasi Banda Aceh 10 Kali                    1.180.358.700 PAD 10 Kali 1.239.376.635,00            

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 1 Kali 1 Kali

4.02.02.1.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana Banda Aceh 1  Kali 613.700.100                      PAD 1  Kali                675.070.110,00 

Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang terfasilitasi

20 Kali 20 Kali

4.02.02.1.04  Peningkatan Kapasitas DPRD Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas DPRA 6 Kegiatan                  13.260.265.982 6 Kegiatan                30.513.315.389 

4.02.02.1.04.01 Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Anggota DPRA yang Mengikuti Bimtek Banda Aceh 81 orang                    5.389.256.000 PAD 81 orang             5.928.181.600,00 

Jumlah Kegiatan Bimtek yang diikuti Anggota DPRA 2 Kali 2 Kali

4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Jangka waktu pelaksanaan publikasi dan dokumentasi Dewan  Banda Aceh  12 bulan                    2.968.000.000  PAD  12 bulan 3.264.800.000                 

Jumlah publikasi media cetak, elektronik dan online  300 Kegiatan  300 Kegiatan 

4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Jumlah tenaga ahli AKD yang tersedia  Banda Aceh  15 orang                       720.000.000  PAD  15 orang 756.000.000                    

4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia  Banda Aceh  9 orang                       432.000.000  PAD  9 orang 453.600.000                    

4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kehumasan DPRA yang 

terlaksana
 Banda Aceh  12 bulan                    1.819.171.050  PAD  12 bulan                  2.001.088.155 

4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
- Jumlah kegiatan pengrekrutan tim Panwaslih yang terlaksana  Banda Aceh  1 Kegiatan 1.931.838.932                    PAD  1 Kegiatan 18.109.645.634               

- Jumlah kunjungan kerja Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRA 

yang terfasilitasi
 1 kali  1 kali 

- Jumlah RKT DPRA yang tersusun  1 Dokumen  1 Dokumen 

4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terfasilitasinya Kunjungan Kerja, Reses dan Pokir DPRA 3 Kegiatan                  36.397.408.137 3 Kegiatan                  8.217.278.544 

4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Kunjungan Kerja  Dalam Daerah yang terfasilitasi Prov. Aceh 4 Kali 3.884.370.175                   PAD 4 Kali 4.078.588.684,00            

4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah kegiatan penyusunan Pokir DPRA yang terlaksana Banda Aceh 3 Kali                         56.854.026 PAD 3 Kali 59.696.727,00                 

4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses Jumlah Pelaksanaan Reses DPRA yang terfasilitasi Prov. Aceh 3 Kali                  32.456.183.936 PAD 3 Kali 4.078.993.133,00            

4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRA 1 Kegiatan                       709.019.800 1 Kegiatan                     744.470.790 

4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Rapat Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi Banda Aceh 5 Kali                       709.019.800 PAD 5 Kali 744.470.790,00               

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana 2  Kali 2  Kali
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Lokasi Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif
Sumber Dana

Target 

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu 

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

RENCANA TAHUN 2022

Catatan 

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2023

4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi 

Persetujuan kerjasama daerah

1 Kegiatan                       242.199.965 1 Kegiatan                     254.309.963 

4.02.02.1.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah pelaksanaan rapat yang terfasilitasi Banda Aceh 120 Kali                       242.199.965 PAD 120 Kali 254.309.963,00               

4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD  Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRA 4 Kegiatan                    4.155.000.452 4 Kegiatan                  4.882.264.624 

4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang  terlaksana Banda Aceh 7 Kali                    2.143.665.844 PAD 7 Kali 2.250.849.136,00            

4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah laporan kinerja DPRA yang tersusun  Banda Aceh  4 Dokumen 97.340.000                        PAD  4 Dokumen 107.074.000                    

4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah rapat-rapat DPRA yang terfasilitasi dengan baik  Banda Aceh  25 Kegiatan 1.301.897.000                   PAD  25 Kegiatan 1.881.639.000                 

4.02.02.1.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD yang terfasilitasi Banda Aceh 6 Kali                       612.097.608 PAD 6 Kali 642.702.488,00               

Banda Aceh, 14 Juli 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

SUHAIMI, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA

19640622 199403 1 001
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Tuntasnya 

Aturan Turunan 

UU-PA

Unsur 

Pendukung 

Urusan 

Pemerintaha

n

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI

Persentase laporan capaian 

kinerja dan keuangan yang 

tersusun tepat waktu (Lakip, 

Renja, Lporan Keuangan, Laporan 

realisasi, DLL di bagi dengan 

Total Laporan Wajib)

100% Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

                       442.854.804,00                              - 322.724.669                Jumlah dokumen perencanaan 

Sekeratariat DPRA yang tersusun
8 Dokumen Sekretariat DPRA Banda Aceh Terlaksananya 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja yang 

Berkualitas

3 Kegiatan Bagian Program dan 

Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

                       342.262.665,00                              - 376.352.665               Jumlah dokumen RKA dan DPA 

Sekretariat DPRA yang tersusun
4 Dokumen Sekretariat DPRA Banda Aceh

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

                         13.395.999,00 61.317.153                  Jumlah Laporan Kinerja dan 

Evaluasi Renja Sekretariat DPRA 

yang Tersedia

7 Dokumen Sekretariat DPRA Banda Aceh

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

                  20.387.080.611,00 19.023.740.697           Jangka waktu pembayaran gaji dan 

tunjangan ASN Sekrertariat DPRA

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh Terlaksananya 

Adminstrasi Keuangan 

Sekretariat DPRA

6 Kegiatan Bagian Program dan 

Keuangan

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

                  12.353.000.000,00 11.227.810.000           Jangka waktu pembayaran Honor PNS 

dan Tenaga Kontrak Sekrertariat DPRA

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

                       265.660.000,00 271.204.000                Jangka waktu kegiatan Verifikasi 

SPP, SPJ dan pengadaan 

kebutuhan DPRA dan Sekretariat 

DPRA

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Jumlah kegiatan verifikasi 

pencanaan kebutuhan barang 

yang terlaksana

2 Kegiatan

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

                       102.680.050,00 85.571.000                  Jangka waktu pelaksanaan 

akutansi yang terlaksana
12 Dokumen Sekretariat DPRA Banda Aceh

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

                           9.347.999,00                            16.125.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

yang tersusun

1 Dokumen Sekretariat DPRA Banda Aceh

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan

                         62.532.250,00 65.453.487                  Jumlah kegiatan tindaklanjut hasil 

temuan yang terselesaikan
5 Kegiatan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

                       748.568.754,00                 803.168.754 Jumlah Dokumen RKBMA, KIB 

dan Persediaan Barang yang 

tersusun

3  Dokumen Sekretariat DPRA Banda Aceh Terlaksananya 

Pengadminstrasian Barang 

Milik Daerah Sesuai 

Dengan Aturan yang 

Berlaku

1 Kegiatan Bagian Umum

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

                       402.557.450,00                                            - Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut 

yang Tersedia

466 Stel Sekretariat DPRA Banda Aceh Terlaksananya 

Administrasi 

kepegawaian 

Sekretariat DPRA 

dengan baik

4 Kegiatan Bagian Umum

Koordinasi dan Pelaksanaaan 

Sistem Informasi Kepegawaian

                       538.280.000,00 217.958.000                Jangka Waktu Kegiatan Koordinasi dan 

Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

                       620.288.000,00 324.688.000                Jumlah Pegawai Sekretariat 

DPRA yang Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya

20 Orang Sekretariat DPRA Banda Aceh

TABEL 3.4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRA

TAHUN 2022

Priorotas Sasaran Urusan Nama Program

Outcome Hasil

Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan (Rp) Keluaran Kegiatan
Kelompok 

Sasaran Kegiatan 
Lokasi Kegiatan

Hasil Kegiatan

Kewenangan

Target Kinerja

Catatan 

Penting

Tolak Ukur Target Kinerja (2021) (2020) (2022) Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur



Priorotas Sasaran Urusan Nama Program

Outcome Hasil

Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan (Rp) Keluaran Kegiatan
Kelompok 

Sasaran Kegiatan 
Lokasi Kegiatan

Hasil Kegiatan

Kewenangan

Target Kinerja

Catatan 

Penting

Tolak Ukur Target Kinerja (2021) (2020) (2022) Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

                    2.319.034.000,00 3.856.566.000             Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang 

terlaksana

1 kegiatan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

                       146.644.564,00                                            - Jangka Waktu Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh Terlaksananya Adminstrasi 

Umum Sekretariat DPRA

5 Kegiatan Bagian Umum

Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     1.840.065.729,00 1.848.575.910             Jangka Waktu Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

                       277.678.134,00 224.110.634                Jangka Waktu Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

                       359.860.000,00                          359.755.000 -Jangka waktu penyediaan bahan 

Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

12 bulan Sekretariat DPRA Banda Aceh

- Jumlah Media yang tersedia 7 Media

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

                       466.208.000,00 531.030.000                Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi 

dan Konsultasi

27 Orang Sekretariat DPRA Banda Aceh

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

                  14.777.847.593,00 1.648.951.031             Jumlah Kegiatan Konstruksi Yang 

Terlaksana
2  kegiatan Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Terlaksananya kegiatan 

pengadaan Barang Milik 

Daerah pada Sekretariat 

DPRA

1 Kegiatan Bagian Umum

Jumlah Kegiatan Pengadaan Belanja 

dan Jasa Yang Terlaksana

8  kegiatan

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

4.059.432.240,00                                         4.465.375.464 Jangka Waktu Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Tersedianya jasa 

penunjang urusan 

Sekretariat DPRA

3 Kegiatan Bagian Umum

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

326.500.000,00                          359.150.000 Jangka Waktu Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Tersedianya jasa 

penunjang urusan 

Sekretariat DPRA

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

1.479.421.180,00                   2.326.052.408             Jangka Waktu Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

12 Bulan Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Tersedianya jasa 

penunjang urusan 

Sekretariat DPRA

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kenderaan Dinas Jabatan

477.628.558,00                      349340000 Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRA 

yang Terpelihara

4 Unit Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan barang milik 

daerah pada Sekretariat 

DPRA

3 Kegiatan Bagian Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

                    3.075.015.420,00                       3.075.015.420 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 

yang Terpelihara

79 Unit Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan barang milik 

daerah pada Sekretariat 

DPRA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

                  15.692.451.455,00 4554306000 Jangka waktu pemeliharaan gedung 

kantor

12 Bulan Sekretariat DPRA 

& DPRA

Banda Aceh Terlaksananya kegiatan 

pemeliharaan barang milik 

daerah pada Sekretariat 

DPRA

Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Layanan Pemerintah

100% Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD

Penyelenggaraan Administrasi 

Keuangan DPRD

50.403.206.960,00                 50.923.586.960           Jangka waktu pembayaran tunjangan 

Pimpinan dan Anggota DPRA

12 Bulan DPRA Banda Aceh Tersedianya layanan 

keuangan dan 

kesejahteraan keuangan 

DPRA dengan baik

3 Kegiatan Bagian Umum & 

Bagian Program dan 

Keuangan

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD

1.720.500.000,00                   1.720.500.000             Jumlah Emblem yang Tersedia 10  Buah DPRA Banda Aceh

Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD 

yang Tersedia

405  STEL

Pelaksanaan Medical Check Up 

DPRD

464.366.760,00                                               464.366.760 Jumlah Anggota DPRA yang 

Melaksanakan Medical Check Up

81 Orang DPRA Banda Aceh

Tingkat Kelengkapan Sarana dan 

Prasaranan Aparatur

100% Layanan Adminstrasi DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD                        222.205.122,00                          204.425.634 Jangka Waktu Penyediaan Fasilitasi 

Fraksi DPRA

12 Bulan DPRA Banda Aceh Terlaksananya layanan 

administrasi bagi DPRA

2 Kegiatan Bagian Umum



Priorotas Sasaran Urusan Nama Program

Outcome Hasil

Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan (Rp) Keluaran Kegiatan
Kelompok 

Sasaran Kegiatan 
Lokasi Kegiatan

Hasil Kegiatan

Kewenangan

Target Kinerja

Catatan 

Penting

Tolak Ukur Target Kinerja (2021) (2020) (2022) Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga DPRD

                  21.298.169.293,00 9.448.348.656             Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Yang 

Terlaksana

22 kegiatan DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang 

dan Jasa Yang Terlaksana

20  kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD

Persentase Qanun yang 

ditetapkan

100% Pembentukan Perda dan 

Peraturan DPRD

Pembahasan Rancangan Perda                   22.438.319.498,00 17.618.952.951           Jumlah pembahasan Qanun yang 

terfasilitasi

12 Kegiatan DPRA Banda Aceh Terlaksananya kegiatan 

pembahasan Perda dan 

Peraturan DPRA

2 Kegiatan Bagian PP

Fasilitasi Penyusunan 

Penjelasan/Keterangan dan/atau 

Naskah Akademik

                    1.150.000.000,00 750.000.000                Jumlah kasus hukum yang ditangani 3 Kasus DPRA Banda Aceh

Jumlah penyusunan naskah akademik 

yang terfasilitasi

3 Naskah

Pembahasan Kebijakan 

Anggaran

Pembahasan KUA dan PPAS                     1.164.163.200,00 714.193.396                Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan 

PPAS yang terfasilitasi 

45 Kali DPRA Banda Aceh Terfasilitasinya 

Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 

6 Kegiatan Bagian FPP

Pembahasan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

                    1.245.945.796,00 586.219.667                Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan 

KUA dan Perubahan PPAS yang 

terfasilitasi 

39 Kali DPRA Banda Aceh

Pembahasan APBD                     2.968.783.461,00 2.437.031.361             Jumlah Rapat Pembahasan 

APBD yang terfasilitasi 
30 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Konsultasi 

Pembahasan APBD yang 

terlaksana

2 Kali

Pembahasan Perubahan APBD                     2.968.783.461,00                 839.757.803 Jumlah Rapat Pembahasan 

Perubahan APBD yang 

terfasilitasi

21 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Konsultasi 

Pembahasan Perubahan APBD 

yang terlaksana

2 Kali

Pembahasan Laporan Semester                        110.979.900,00 88.957.784                  Jumlah Laporan Semesteran yang 

terdistribusi

105 Dokumen DPRA Banda Aceh

Pembahasan Pertanggungjawaban 

APBD

                       400.000.000,00 117.734.560                Jumlah Rapat Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD yang 

terfasilitasi

10 Kali DPRA Banda Aceh

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan dan Hukum

                    1.388.269.800,00 840.185.600                Jumlah Rapat Pengawasan 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemerintahan dan Hukum yang 

terfasilitasi 

3 Kali DPRA Banda Aceh Terfasilitasinya Kegiatan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan

8 Kegiatan Bagian PP

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Infrastruktur

                    1.271.371.800,00 723.287.600            Jumlah Rapat Pengawasan 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur yang terfasilitasi 

3 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat

                    1.139.014.800,00 590.930.600                Jumlah Rapat Pengawasan 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat yang 

terfasilitasi 

3 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perekonomian

                    1.331.649.800,00 783.565.600                Jumlah Rapat Pengawasan 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian yang terfasilitasi 

3 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Sumber Daya Alam

                    1.237.589.800,00 689.505.600                Jumlah Rapat Pengawasan 

Urusan Pemerintahan Bidang 

Sumber Daya Alam yang 

terfasilitasi 

3 Kali DPRA Banda Aceh



Priorotas Sasaran Urusan Nama Program

Outcome Hasil

Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan (Rp) Keluaran Kegiatan
Kelompok 

Sasaran Kegiatan 
Lokasi Kegiatan

Hasil Kegiatan

Kewenangan

Target Kinerja

Catatan 

Penting

Tolak Ukur Target Kinerja (2021) (2020) (2022) Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan

                    3.767.939.241,00 2.606.155.041             Jumlah Rapat Pengawasan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan yang 

terfasilitasi 

10 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pengawasan Penggunaan 

Anggaran

                    1.728.442.800,00 1.180.358.700             Jumlah Rapat Pengawasan 

Penggunaan Anggaran yang 

terfasilitasi 

10 Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1 Kali

Pembahasan Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah

                                               - 613.700.100                Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana
1  Kali DPRA Banda Aceh

Jumlah Rapat Pembahasan 

Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah yang terfasilitasi

20 Kali

Peningkatan Kapasitas DPRD Orientasi DPRD                     5.389.256.000,00                                            - Jumlah anggota DPRA yang mengikuti 

Bimtek

34 orang DPRA Banda Aceh Meningkatnya Kompetensi 

dan Kapasitas DPRA

6 Kegiatan Bagian Umum & 

Bagian PP

Bimbingan Teknis DPRD                                                - 5.389.256.000             Jumlah Anggota DPRA yang 

Mengikuti Bimtek
81 orang Banda Aceh

Jumlah Kegiatan Bimtek yang 

diikuti Anggota DPRA
2 Kali

Publikasi dan Dokumentasi Dewan                     3.927.000.000,00 2.968.000.000             Jangka waktu pelaksanaan publikasi dan 

dokumentasi Dewan

12 bulan DPRA Banda Aceh

Jumlah publikasi media cetak, elektronik 

dan online

300 Kegiatan

Penyediaan Kelompok Pakar dan 

Tim Ahli

                    2.016.000.000,00                          720.000.000 Jumlah tenaga ahli AKD yang tersedia 15 orang DPRA Banda Aceh

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                        432.000.000,00                          432.000.000 Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia 9 orang DPRA Banda Aceh

Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat

                    2.066.673.001,00 1.819.171.050             Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 

kehumasan DPRA yang terlaksana

12 bulan DPRA Banda Aceh

Penyusunan Program Kerja DPRD                   15.091.371.362,00 1.931.838.932             - Jumlah kegiatan pengrekrutan 

tim Panwaslih yang terlaksana
1 Kegiatan DPRA Banda Aceh

- Jumlah kunjungan kerja Luar 

Negeri Pimpinan dan Anggota 

DPRA yang terfasilitasi

1 kali

- Jumlah RKT DPRA yang 

tersusun
1 Dokumen

Penyerapan dan Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat

Kunjungan Kerja dalam Daerah                     3.884.370.175,00 3.884.370.175             Jumlah Kunjungan Kerja  Dalam 

Daerah yang terfasilitasi
4 Kali DPRA Banda Aceh Terfasilitasinya  kunjungan 

kerja, Reses dan Pokir 

DPRA

3 Kegiatan Bagian FPP

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD

                         56.854.026,00                            56.854.026 Jumlah kegiatan penyusunan 

Pokir DPRA yang terlaksana
3 Kali DPRA Banda Aceh

Pelaksanaan Reses                   33.621.452.936,00 32.456.183.936           Jumlah Pelaksanaan Reses 

DPRA yang terfasilitasi
3 Kali DPRA Banda Aceh

Pelaksanaan dan Pengawasan 

Kode Etik DPRD

Pengawasan Kode Etik DPRD                     1.165.230.000,00                          709.019.800 Jumlah Rapat Pengawasan Kode Etik 

DPRD yang terfasilitasi 

5 Kali DPRA Banda Aceh Terlaksananya 

Pengawasan Kode Etik 

DPRA

1 Kegiatan Bagian FPP

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang terlaksana

2  Kali

Pembahasan Kerja Sama Daerah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi 

Persetujuan Kerjasama Daerah

                    1.170.752.172,00                          242.199.965 Jumlah pelaksanaan rapat yang 

terfasilitasi

120 Kali DPRA Banda Aceh Terlaksananya kegiatan 

Fasilitasi, Verifikasi, dan 

Koordinasi Persetujuan 

kerjasama daerah

1 Kegiatan Bagian FPP



Priorotas Sasaran Urusan Nama Program

Outcome Hasil

Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan (Rp) Keluaran Kegiatan
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Penting

Tolak Ukur Target Kinerja (2021) (2020) (2022) Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur

Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD

                    3.463.220.664,00 2.143.665.844             Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Konsultasi yang  terlaksana

7 Kali DPRA Banda Aceh Terfasilitasinya 

Pelaksanaan Tugas 

Pimpinan DPRA

4 Kegiatan Bagian PP & FPP

Penyusunan Laporan Kinerja 

DPRD

                         25.200.000,00 97.340.000                  Jumlah laporan kinerja DPRA yang 

tersusun

4 Dokumen DPRA Banda Aceh

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Badan Musyawarah

                    1.691.897.000,00 1.301.897.000             Jumlah rapat-rapat DPRA yang 

terfasilitasi dengan baik

25 Kegiatan DPRA Banda Aceh

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                     1.780.671.000,00 612.097.608                Jumlah Pelaksanaan Tugas 

Pimpinan DPRD yang terfasilitasi
6 Kali DPRA Banda Aceh

Banda Aceh, 14 Juli 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

SUHAIMI, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA

19640622 199403 1 001
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